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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa 

dan negara. Negara kita Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang 

juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan. 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju 

dengan pesat. Untuk menghadapi hal tersebut, dunia pendidikan harus dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Dengan melihat 

kenyataan tersebut tampaknya dunia pendidikan nasional kita sedang 

menghadapi tantangan yang cukup berat dan kompleks dalam menyiapkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas 

dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ada agar mampu bersaing di era global. 

Pendidikan di Sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting 

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang 

berkualitas, manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggungjawab. 

Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang 
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dalam Pasal 3 Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: 

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Undang-Undang 

Sisdiknas, 2003: 7) 

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk 

membentuk karakter dan kepribadian siswa. Sekolah merupakan tempat 

terjadinya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

diharapkan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bertugas 

mencapai tujuan dari pendidikan nasional seperti tersebut pada Pasal 3 UU 

Sisdiknas di atas, selain itu sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta 

membina generasi muda tunas bangsa, sehingga tercipta suatu kondisi yang 

aman, tertib, teratur, disiplin, dan bertanggungjawab.  

Hal tersebut dapat dicapai jika dalam penanganannya perlu 

menerapkan kedisiplinan yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

ketentraman, keteraturan dan ketertiban. Oleh karena itu untuk mewujudkan 

hal tersebut maka dibentuklah suatu peraturan yang berfungsi untuk 

memberikan keamanan, ketentraman dan keteraturan di lingkungan sekolah 
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yaitu Tata Tertib sekolah. Arikunto mengatakan bahwa tanpa adanya 

Peraturan dan  Tata Tertib, kegiatan sekolah tidak akan efisien( Suharsimi 

Arikunto, 1990: 121). 

Tata Tertib Sekolah dapat menciptakan suatu kondisi sekolah yang 

aman dan teratur. Reynolds sebagaimana dikutip oleh Suparlan menyatakan 

bahwa Tata Tertib Sekolah dapat menciptakan disiplin dan orientasi akademis 

warga sekolah pada khususnya, dan meningkatkan capaian sekolah pada 

umumnya. Dengan Tata Tertib Sekolah, warga sekolah diharapkan dapat 

mengembangkan pola sikap dan perilaku yang lebih disiplin dan produktif. 

Dengan Tata Tertib tersebut, warga sekolah memiliki pedoman dan acuan 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kebijakan, 

program, dan kegiatan sekolah. Jika negara memiliki konstitusi, undang-

undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka sekolah memiliki 

Tata Tertib Sekolah (Diakses dari http://www.suparlan.com, pada tanggal 

16/10/10). 

Arikunto mengemukakan bahwa Peraturan dan Tata Tertib merupakan 

dua hal yang sangat penting bagi kehidupan sekolah sebagai sebuah organisasi 

yang menyelenggarakan pendidikan (Suharsimi Arikunto, 1990: 155).  Untuk 

menjaga berlakunya peraturan dan tata tertib diperlukan kedisiplinan dari 

semua personil sekolah. Di dalam kehidupan sekolah Peraturan dan Tata 

Tertib dimaksudkan untuk menjaga terlaksananya kegiatan belajar mengajar 

siswa, disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan setiap pribadi yang 

http://www.suparlan.com/
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terlibat di dalamnya, karena mereka merupakan individu yang mesti 

dipandang sebagai manusia seutuhnya. 

Tata Tertib Sekolah sebagai bentuk peraturan dalam tingkatan hierarki 

terendah tata perundang-undangan memuat adanya aspek pendidikan moral 

dan rule of law. Apabila peraturan sekolah tanpa tata tertib, akan muncul 

perilaku yang tidak tertib, tidak teratur, tidak terkontrol, dan perilaku liar, 

yang pada gilirannya akan mengganggu kegiatan pembelajaran selain itu 

suasana kondusif yang dibutuhkan dalam pembelajaran juga menjadi 

terganggu. Dalam hal ini, penerapan dan pelaksanaan peraturan sekolah, 

menolong para siswa agar dilatih dan dibiasakan hidup teratur, tertib, 

bertanggung jawab dan dewasa.  

Faktor penting untuk dapat memberlakukan Peraturan dan Tata Tertib 

Sekolah adalah kedisiplinan. Menurut Arikunto disiplin merupakan kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena di dorong oleh 

adanya kesadaran yang ada di hatinya (Suharsimi Arikunto, 1990: 114). Di 

sini tampak bahwa disiplin tidak dapat dipaksakan oleh suatu keadaan yang 

mengharuskan perilaku itu timbul, melainkan lahir dari hati nurani. Dalam 

kehidupan di sekolah kedisiplinan akan Tata Tertib Sekolah merupakan 

sesuatu yang sangat diperlukan demi tercapainya keteraturan dan ketertiban, 

sehingga tujuan yang di harapkan akan terwujud. Sementara itu untuk dapat 

berdisiplin seorang siswa membutuhkan adanya kesadaran dari dalam dirinya 

untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Konsepsi abstrak 
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yang ada di dalam diri siswa untuk senantiasa mentaati peraturan dan tata 

tertib itulah yang disebut dengan kesadaran hukum.  

Kesadaran hukum untuk mentaati Peraturan dan Tata Tertib Sekolah 

merupakan unsur yang penting bagi setiap siswa dalam membentuk pola 

perilaku yang sesuai, serasi dan selaras dengan nilai-nilai atau norma yang 

berlaku. Siswa yang memiliki kesadaran hukum diharapkan akan mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan disiplin dan bertanggung jawab sesuai 

dengan peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam lingkungan hidupnya 

khususnya dalam lingkungan sekolah. 

Dalam rangka penegakkan Tata Tertib Sekolah hal penting yang 

diperlukan adalah dengan menumbuhkan kesadaran hukum bagi siswa-

siswanya untuk senantiasa bersikap disiplin dalam mentaati segala Peraturan 

dan Tata Tertib yang ada di sekolah tempat mereka belajar. Kesadaran hukum 

di kalangan siswa sangat diperlukan, kesadaran hukum dapat memberikan 

kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di 

lingkungan masyarakat dan negara.  

Sudikno menyatakan bahwa kesadaran hukum itu berhubungan 

dengan manusianya bukan dengan hukum. Bukan hukumnyalah yang harus 

direformasi. Oleh karena itu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah 

manusianya atau sumber daya manusianya. Moral, mental dan 

intelektualitasnya harus ditingkatkan. Sistem pendidikan kita rupa-rupanya 
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kurang menaruh perhatian dalam menanamkan kesadaran hukum (Diakses 

dari http://sudiknoartikel.blogspot.com, pada tanggal 16/11/10). 

Upaya menumbuhkan kesadaran hukum harus dimulai dari 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dalam pendidikan 

informal misalnya, upaya menumbuhkan kesadaran hukum dimulai dari 

lingkungan keluarga, dimana siswa akan memperoleh bekal keteladanan dan 

sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam mentaati peraturan-

peraturan yang berlaku dari orang tua. Sedangkan dalam pendidikan formal 

upaya menumbuhkan kesadaran hukum dimulai di lingkungan sekolah dimana 

Gurulah yang memiliki peranan penting dalam upaya menumbuhkan 

kesadaran hukum terhadap siswa-siswanya.  

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan mempunyai  

kedudukan yang strategis dalam proses pendidikan. Hal ini sesuai dengan 

yang disebutkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam 

konsideran bahwa seorang guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan 

kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang 

pendidikan. 

Peranan guru menurut Djamarah antara lain korektor, inspirator, 

informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, 

demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor,dan evaluator (Syaiful 

Bahri Djamarah, 2004: 43-48). Selain itu guru juga memiliki satu kesatuan 

peran dan fungsi yang tidak dapat terpisahkan yakni mendidik, membimbing, 

http://sudiknoartikel.blogspot.com/
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mengajar, dan melatih (Suparlan, 2006: 29). Mendidik berkaitan dengan 

moral dan kepribadian, membimbing berkaitan dengan norma dan Tata Tertib, 

mengajar berkaitan dengan bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan melatih berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan hidup 

(life skill) (Suparlan, 2006: 31). 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peranan sangat 

penting dalam membina kesadaran hukum pada anak. Sekolah merupakan 

tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembinaan kepribadian 

(Syarif Hidayat, 2007: 46). Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama Guru 

adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa (transfer of 

knowledges). Kendati demikian, bukan berarti Guru sama sekali lepas dengan 

kegiatan menyampaikan nilai-nilai kepada siswa (transfer of values). Dan 

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun 

siswa menjadi pribadi yang cakap, dewasa dan bertanggungjawab. 

Sekolah semestinya menjadi lembaga pendidikan yang mampu 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, tertib, aman dan teratur bagi 

siswa-siswanya. Hampir di semua sekolah Gurulah yang diberi taggungjawab 

untuk menyampaikan dan mengontrol berlakunya Peraturan dan Tata Tertib 

bagi sekolah yang bersangkutan (Suharsimi Arikunto, 1990, 123). Dalam hal 

ini peranan Guru sangat diperlukan dalam menumbuhkan kesadaran hukum 

siswa terhadap Tata Tertib Sekolah.  
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 Namun, berdasarkan dari hasil pengamatan awal lapangan di SMP 

Negeri 3 Depok  oleh peneliti yang pada saat itu juga berkesempatan 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan (KKN-

PPL) di SMP tersebut, diketahui pelanggaran terhadap Tata Tertib Sekolah 

masih sering dilakukan siswa, seperti terlambat masuk sekolah, baju tidak 

dimasukkan, membuat kegaduhan di dalam kelas, tidak mengerjakan 

Pekerjaan Rumah (PR), membolos, merusak sarana/fasilitas sekolah, 

membuat corat-coret tidak pada tempatnya, membawa Hand Phone (HP), 

berkelahi, dan lain-lain. Diketahui pada periode Tahun Pelajaran 2008/2009 

terjadi sebanyak 91 kasus pelanggaran kemudian pada Tahun Pelajaran 

2009/2010 meningkat menjadi 624 kasus pelanggaran dan pada Tahun 

Pelajaran 2010/2011 sampai dengan 11 April 2011 pelanggaran mencapai 459 

kasus, seperti yang tertera pada Tabel 1. berikut. 

Tabel. 1 Perbandingan Jumlah Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

di SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 

Tahun Pelajaran 

2009/2010 

Tahun Pelajaran  

2010/2011 (s/d 11 

April 2011) 

 

91 Kasus atau 

Pelanggaran 

 

 

624 Kasus atau 

Pelanggaran 

 

 

459 Kasus atau 

Pelanggaran 

 

                     Sumber: Data BP/BK SMP Negeri 3 Depok Tahun Pelajaran 2009/2011 
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Data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran 

terhadap Tata Tertib Sekolah yang dilakukan oleh siswa dapat dikatakan 

masih sering terjadi. Dari pelanggaran yang sering terjadi tersebut 

menunjukan masih kurang efektifnya penegakan terhadap Tata Tertib yang 

dilakukan Sekolah dimana gurulah yang memiliki peranan dalam menegakkan 

Tata Tertib Sekolah. Dengan melihat jumlah pelanggaran yang setiap 

tahunnya terus meningkat maka dapat dikatakan peranan Guru dalam hal ini 

masih belum efektif. Hal ini juga dapat dilihat dari kenyatan di lapangan 

dimana masih ada sebagian Guru yang membiarkan saja siswa yang 

melakukan pelanggaran. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi baik 

antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Bimbingan dan 

Konseling (BK/BP), Pembina OSIS, Guru Wali Kelas, serta Guru Mata 

Pelajaran dalam menegakkan Tata Tertib Sekolah dimana jika terjadi 

pelaggaran yang menjadi satu-satunya pihak yang diandalkan adalah Guru 

BK/BP, padahal semestinya masalah tersebut merupakan tanggung jawab 

bersama antar komponen sekolah. 

Kasus pelanggaran terhadap Tata Tertib Sekolah tersebut diatas juga 

menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum siswa untuk mematuhi Tata 

Tertib Sekolah. Oleh karena itu, peranan Kepala Sekolah dan Guru sesuai 

dengan kedudukan serta hak dan kewajibannya diperlukan untuk  terlibat dan 

bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi siswa-

siswanya dalam mematuhi Tata Tertib Sekolah agar tercipta kondisi 
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lingkungan sekolah yang aman, tertib, teratur serta tercipta suasana yang 

kondusif untuk proses belajar megajar yang nantinya juga akan berpengaruh 

terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. 

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti “PERANAN GURU DALAM  MENUMBUHKAN KESADARAN 

HUKUM SISWA TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH DI SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 DEPOK SLEMAN 

YOGYAKARTA”.  

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, agar proses 

belajar siswa di sekolah berlangsung kondusif, aman, tertib dan teratur serta 

dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan 

adanya kesadaran hukum untuk mematuhi Tata Tertib Sekolah. Namun pada 

kenyataannya kesadaran hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah masih 

belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih seringnya terjadi pelanggaran 

terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta. 

Dari kesadaran hukum siswa yang belum optimal maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yakni sebagai 

berikut: 

1. Belum efektifnya penegakan Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok 

Sleman Yogyakarta 
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2. Masih banyaknya pelanggaran terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP 

Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta  

3. Kurangnya kedisiplinan siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP 

Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta 

4. Kurangnya kesadaran hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP 

Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta 

5. Belum efektifnya peranan Guru dalam menumbuhkan kesadaran hukum 

siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok Sleman 

Yogyakarta 

6. Masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Guru dalam menumbuhkan 

kesadaran hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 

Depok Sleman Yogyakarta 

7. Masih kurangnya upaya Guru untuk mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap Tata 

Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, supaya 

tetap fokus kepada permasalahan yang diteliti dan juga karena keterbatasan 

kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. 

Adapun pembatasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Peranan Guru dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap Tata 

Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta 
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2. Kendala-kendala yang dihadapi Guru dalam menumbuhkan kesadaran 

hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok 

Sleman Yogyakarta 

3. Upaya yang dilakukan Guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi 

dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap Tata Tertib 

Sekolah di SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan Guru dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa 

terhadap Tata Tertib Sekolah  di SMP Negeri 3 Depok Sleman 

Yogyakarta? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Guru dalam menumbuhkan 

kesadaran hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 

Depok Sleman Yogyakarta? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan Guru untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap Tata 

Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 
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1. Mengetahui peranan Guru dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa 

terhadap Tata Tertib Sekolah  di SMP Negeri 3 Depok Sleman 

Yogyakarta. 

2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Guru dalam 

menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di 

SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta. 

3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Guru untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap 

Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan juga menambah referensi khasanah kepustakaan serta 

menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, moral dan 

hukum khususnya yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan 

pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti, Guru, sekolah, dan siswa. 
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a) Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai salah satu sarana berfikir ilmiah dan penerapan 

keilmuwan untuk dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan 

dan pengalaman. 

b) Manfaat bagi Guru 

Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berharga dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap  

Tata Tertib Sekolah. 

c) Manfaat bagi Sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini berguna sebagai masukan untuk 

menerapkan kebijakan-kebijakan sekolah dalam menumbuhkan 

kesadran hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah sehingga 

terwujud suasana belajar yang kondusif, tertib dan teratur. 

d) Manfaat bagi Siswa 

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai motivasi 

untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka dalam mematuhi Tata 

Tertib yang dibuat oleh Sekolah. 

G. Batasan Istilah 
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Berbagai istilah dalam penelitian dalam menimbulkan bermacam-

macam pengertian dan penafsiran, begitu pula istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini yang berjudul “Peranan Guru dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Hukum Siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta”. Oleh karena itu untuk mencegah 

adanya kesimpangsiuran pengertian dan pemahaman dari pembaca serta untuk 

mewujudkan kesatuan berfikir pembaca, maka penulis merasa perlu 

menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut. 

1. Peranan 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa 

peranan merupakan bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, 

sandiwara, dan sebagainya); peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 

1051). Sedangkan menurut Soekanto, peranan (role) merupakan aspek 

dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau 

organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah 

melaksanakan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 1987: 220). Adapun 

peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan 

oleh guru sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam menumbuhkan 

kesadaran hukum siswa untuk mematuhi Tata Tertib Sekolah. 

2. Guru 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinyatakan bahwa 

pengertian guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, 

profesinya) mengajar (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 469). Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. (UU No. 14 Tahun 2004). Adapun Guru yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang  pekerjaan atau profesinya 

adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi siswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam 

mematuhi Tata Tertib Sekolah. 

3. Menumbuhkan 

Menumbuhkan berasal dari kata dasar “tumbuh” yang artinya adalah 

timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna. Kata tumbuh kemudian 

mendapatkan imbuhan me-kan sehingga menumbuhkan berarti menjadikan 

(menyebabkan) tumbuh; memelihara supaya tumbuh (bertambah besar, 

sempurna, dan sebagainya); memperkembangkan (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008: 1498). Adapun pengertian menumbuhkan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menjadikan atau menyebabkan kesadaran hukum 

siswa dalam mematuhi Tata Tertib untuk tumbuh dan berkembang. 

4. Kesadaran Hukum 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari 

kesadaran adalah kensafan; keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami 

oleh seseorang. Sedangkan kesadaran hukum berarti kesadaran seseorang 

akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; 

kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur 

oleh hukum (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1199). Selain itu, 

Soerjono Soekanto memberikan pengertian bahwa kesadaran hukum adalah 

konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara 

ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan 

ketenteraman yang sepantasnya (Soerjono Soekanto, 1982:159). Adapun 

kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang 

telah terkonsep dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan dan Tata Tertib 

sekolah. 

5. Siswa atau Peserta Didik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa yang 

dimaksud siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan 

menengah) (Departemen Pendidikan, 2008: 1322). Siswa merupakan kata lain 

dari peserta didik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan peserta 

didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. (UU No. 20 Tahun 2003). Adapun siswa yang dimaksud 



19 
 

dalam penelitian ini adalah peserta didik yang mengembangkan potensi diri 

melalui proses pendidikan di sekolah. 

6. Tata Tertib Sekolah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata tertib diartikan sebagai 

peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008: 1409). Tata Tertib adalah kumpulan aturan-aturan 

yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat (Mulyono, 1998: 

14). Peraturan dan Tata Tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku 

yang diharapkan terjadi pada diri siswa (Suharsimi Arikunto, 1990: 122). 

Adapun Tata Tertib Sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis yang harus ditaati dan 

mengikat warga sekolah. 

7. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) adalah sekolah umum selepas sekolah dasar, sebelum sekolah 

menengah umum (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1244).  Adapun 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah SMP Negeri yang terletak di Dusun Maguwoharjo, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan batasan pengertian di atas, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Peranan Guru dalam  

Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Tata Tertib Sekolah di 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta” 

dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang 

pekerjaan atau profesinya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa sesuai dengan fungsi dan 

kedudukannya dalam hal untuk menyebabkan tumbuh dan berkembangnya 

nilai-nilai yang telah terkonsep dalam diri siswa untuk mematuhi Peraturan 

dan Tata Tertib Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 

Depok Sleman Yogyakarta. 


